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TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3

COROI,A VIRUS DISEASE 2019 (COVID-IgI DI KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O2l tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat l*vel 4

Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan

assesmen serta untuk mengoptimalkan Posko

Penanganan COVID-l9 di tingkat Desa dan Kelurahan

untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease

2019 dipandang perlu dilakukan Penetapan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara

lebih ketat dan selektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Di Kabupaten Trenggalek;

1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Mengingat

BUPATI TRENGGALEK,



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g)

sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang_Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah_daerah Kabupaten dalam
Lingkungan provinsi Jawa Timur dan Undang_Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19g4 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor g2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang_

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negzrra Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua


